
Jaminan Kesehatan melalui integrasi 
JamKesda  (JKd) Ke BPJs Kesehatan

sebagai penjabaran dari Perpres 111 
tahun 2013 pasal 6a dan 16 bahwa 
penduduk yang belum termasuk sebagai 
peserta jaminan kesehatan dapat 
diikutsertakan dalam program jaminan 

kesehatan pada BPJs Kesehatan oleh Pemerintah 
daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota(Pasal 6a). 

iuran jaminan kesehatan bagi penduduk 
yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah diba-
yar oleh Pemerintah daerah.selain itu, menga-
cu program Jaminan Kesehatan daerah yang 
sesuai Peraturan gubernur sulsel nomor 34 
tahun 2014 bahwa pengelolaan program kes-
ehatan gratis akan diserahkan ke BPJs Keseha-
tan, maka Pemkot Parepare telah menandatan-
gani kerjasama dengan BPJs Kesehatan sebagai 
wadah/sarana pengelolaan jaminan kesehatan 
masyarakat pada tanggal 30 Juni 2015. 

Kerjasama ditandatangani Walikota Parepare 
hm taufan Pawe dan Kepala BPJs Kesehatan 
Cabang Parepare. tujuan kerjasama ini adalah 
untuk memberikan jaminan kesehatan bagi mas-
yarakat kota Parepare yang belum mempunyai ja-
minan kesehatan melalui integrasi dari Jamkesda 
(JKd) ke BPJs Kesehatan. 

Berdasarkan perjanjian induk nomor 
180.4/17/hkm dan 439/Ktr/iX.4/0615, maka 
terbitlah perjanjian kerjasama by name by addres 
tahap 1 dengan nomor perjanjian 180.4/35/hkm 

dan 451/Ktr/iX.4/0815 dengan jumlah penduduk 
yang terjamin atau penerima bantuan iuran 
(PBi) dari jumlah sebelumnya 24.143 menjadi 
62.955. Jumlah tersebut tersebar di 4 Kecamatan 
dan 22 Kelurahan. Bagi masyarakat yang sudah 
teregistrasi dalam daftar berhak mendapatkan 
pelayanan kesehatan dasar (pelayanan tingkat 
pertama) dan pelayanan kesehatan rujukan/
lanjutan. menyikapi adanya data niK tidak sesuai 
dengan nama penerima bantuan iuran/peserta 
BPJs integrasi JKd, BPJs telah mengeluarkan surat 
edaran tentang penggunaan identitas tambahan 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan. identi-
tas tambahan tersebut adalah KtP/sim/KK.

Peserta yang telah terdaftar berhak mendapa-
tkan pelayanan kesehatan secara gratis, untuk pe-
layanan rawat Jalan wajib di Fasilitas Kesehatan 
tingkat Pertama (FKtP) di wilayah terdekatnya.
(Puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya/
wilayah kerja puskesmas). 

untuk pelayanan kesehatan rujukan hanya 
dapat dilakukan apabila ada rujukan dari dokter 
di FKtP dengan indikasi medis yang tidak dapat 
ditangani di FKtP tersebut. setidaknya, ada 144 
penyakit yang harus ditangani di FKtP, dan setiap 
FKtP Puskesmas se-Kota Parepare sudah memiliki 
ruang perawatan untuk rawat inap, sehingga un-
tuk kasus-kasus yang masuk dalam kategori 144 
kasus harus ditangani FKtP/Puskesmas tersebut.

HOTLINE SERVICE BPJS KESEHATAN
08124115776

KA. UNIT KEPESERTAAN 
08124109901

Sms gateway  081 13699977

RT / RW / Kelurahan Kecamatan

Dinas Kesehatan

BPJS Kesehatan

Melampirkan:
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK

alur PendaFtaran KePesertaan JKn PBi aPBd

Pelayanan Kesehatan yang Dijamin

Pelayanan kesehatan tingkat pertama, 
meliputi pelayanan kesehatan non spe-
sialistik mencakup:
1. Administrasi pelayanan;
2.  Pelayanan promotif dan preventif;
3.  Pemeriksaan, pengobatan, dan kon-

sultasi medis;
4.  Tindakan medis non spesialistik, 

baik operatif maupun non operatif;
5.  Pelayanan obat dan bahan medis 
 habis pakai;
6. Transfusi darah sesuai dengan 
 kebutuhan medis;
7.  Pemeriksaan penunjang diagnostik  

laboratorium tingkat pratama; dan
8.  Rawat inap tingkat pertama sesuai  

dengan indikasi
Pelayanan lainnya
l Transfusi darah/Talasemia
l	Cuci darah : Haemodialisa, CAPD
l	Cangkok (Transplantasi) organ
l	ESWL(Tembak Batu Ginjal)
l	Kanker
l	Radiotherapy
l	Operasi Jantung
l	Pelayanan Ambulance
l	Pelayanan Jenazah



Manfaat JaMinan Kesehatan (JKn) 
sesuai PerPres 12/2013 Pasal 20

JKn bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan pro-
motif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis 
pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.
manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas manfaat medis dan non medis. 
manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. 
sedangkan manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan am-
bulans.manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran iuran 
yang dibayarkan. ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas 
kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJs Kesehatan.

PERSYARATAN PENDAFTARAN PESERTA JKN PBI
#mengisi daftar isian Peserta Formulir 2
#Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
#Fotokopi KtP (diutamakan KtP elektronik)
#Fotokopi surat nikah
#Fotokopi akte Kelahiran anak
#Pasfoto 3x4 warna latar bebas

Bagi warga Kota Parepare 
yang sudah terdaftar dalam JKd 
Berintegrasi ke BPJs Keseha-
tan kepesertaan dan sistem 
rujukan berlaku secara nasional, 
pelayanan kesehatan bersifat 
komprehensif.

tarif pelayanan kesehatan su-
dah seragam berdasarkan tipe rs. 
tidak ada perbedaan biaya kepada 
masyarakat/pasien Kabupaten/
Kota tidak lagi harus menyiapkan 
anggaran tambahan (aPBd-P) aki-

bat kekurangan biaya pelayanan 
kesehatan.

selain itu, ada kejelasan kepe-
sertaan yakni yang dijamin oleh 
pemkab/kota adalah orang miskin 
dan orang tidak mampu. 

sementara yang mampu mem-
biayai diri sendiri dengan mem-
bayar iuran. selain itu, memudah-
kan masyarakat mendapatkan 
pelayanan kesehatan dan Jaringan 
pemberi pelayanan kesehatan 
semakin luas.

Keuntungan Jamkesda (JKD) 
Berintegrasi ke BPJS Kesehatan
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aLUR PenYaMPaian, Penanganan, PengaDUan WaRga 
teRhaDaP LaYanan BPJs Kesehatan Dan LaYanan 
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www.bpjs-kesehatan.go.id @BPJsKesehatanri BPJs Kesehatan
(akun resmi) BPJs Kesehatan
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